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ABSTRAK
[bookmark: _Hlk190629629][bookmark: _Hlk171957047]Transformasi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 (UU BUMN), menghadirkan perubahan mendasar dalam struktur kelembagaan dan strategi ekonomi nasional, salah satunya melalui pengaturan hak monopoli dalam Pasal 86M UU BUMN. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan hak monopoli kepada BUMN atau anak usahanya dalam sektor-sektor strategis, yang berpotensi memengaruhi dinamika persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar yuridis pemberian hak monopoli oleh Presiden kepada BUMN, jika pemberian hak monopoli dapat diperluas kepada anak usaha BUMN, serta mengkaji implikasinya terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat dan pemberian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi komparatif terhadap rezim persaingan usaha nasional dan praktik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 86M UU BUMN dapat menjadi instrumen strategis negara untuk menjaga kepentingan ekonomi nasional, namun berpotensi menimbulkan distorsi pasar apabila tidak diatur dengan batasan dan mekanisme pengawasan yang ketat. Ketiadaan parameter yang jelas mengenai “hajat hidup orang banyak”, “cabang produksi penting”, dan “pertimbangan Presiden” menimbulkan ruang multisinterpretasi yang dapat mengganggu kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara UU BUMN dengan UU Persaingan Usaha serta perlunya pedoman teknis untuk memastikan bahwa pemberian monopoli tetap berada dalam kerangka konstitusional Pasal 33 UUD 1945, dan tidak mengganggu iklim usaha yang baik juga persaingan usaha yang sehat di Indonesia.
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ABSTRACT
The transformation of State-Owned Enterprises (SOEs) under Law No. 9 of 2003 as lastly amended by Law No. 1 of 2025 and Law No. 16 of 2025 (SOE Law), introduces fundamental changes to Indonesia’s institutional and economic strategy, particularly through the regulation of monopoly rights in Article 86M SOE Law. This provision authorizes the President to grant monopoly privileges to SOEs or their subsidiaries in strategic sectors, potentially affecting the national competition landscape. This study aims to examine the legal basis for the President in granting monopoly rights to SOEs, whether the granting of monopoly rights could be extended to the SOE’s subsidiaries, and analyze its implications for legal certainty on the principle of fair business competition and equality on business opportunity for each business actor in Indonesia. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this research evaluates the relationship between SOE monopoly rights and the national competition law regime. The findings reveal that while Article 86M SOE Law may serve as a strategic tool for safeguarding national economic interests, it also risks creating market distortions without clear parameters and adequate oversight. The absence of explicit criteria regarding “public interest,” “strategic sectors,” and “Presidential considerations” opens space for broad interpretation that may undermine legal certainty. This study highlights the urgency of harmonizing the SOE Law with the Competition Law and developing technical guidelines to ensure that monopoly rights remain consistent with Article 33 of the Indonesian Constitution (UUD 1945), and do not disrupt healthy market as well as fair business competition in Indonesia.
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1. Pendahuluan
Keterlibatan Indonesia dalam berbagai dinamika global sejak pertengahan abad ke-20 telah membentuk arah perkembangan hukum dan kebijakan ekonomi nasional.[footnoteRef:1] Keikutsertaan Indonesia dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) sejak tahun 1950 dan ratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 menjadi tonggak penting yang menempatkan Indonesia sebagai bagian dari sistem perdagangan internasional yang liberal dan terintegrasi.[footnoteRef:2] Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari WTO, tetapi juga ikut membidani terbentuknya APEC pada tahun 1989 serta tercatat sebagai anggota lebih dari 240 organisasi internasional hingga tahun 2018. Perkembangan terbaru ditandai dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS pada Januari 2025, menegaskan posisi Indonesia dalam konfigurasi ekonomi-politik global yang semakin multipolar. [1:  Sagdiyah Fitri Andani Tambunan Agung and Muhammad Irwan Padli Nasution, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Di E-Commerce,” Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB) 2, no. 1 (2023): 5–7, https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.915.]  [2:  Muhammad Irsan, SEJARAH GATT/WTO, ASAS MOST FAVOURED NATION DAN NATIONAL TREATMENT, FORUM PENYELESAIAN SENGKETA DAN PEMBENTUKAN DISPUTE SETTELEMENT BODY, n.d.] 

Seluruh interaksi internasional ini membawa konsekuensi terhadap sistem hukum Indonesia, yang secara bertahap mengalami harmonisasi agar sejalan dengan komitmen internasional di berbagai sektor. Globalisasi mendorong pembukaan pasar, liberalisasi investasi, serta perubahan paradigma pembangunan ekonomi yang mengharuskan adanya keterbukaan terhadap mekanisme persaingan usaha.[footnoteRef:3] Keterlibatan aktif Indonesia dalam organisasi internasional dan rezim perdagangan global mempercepat kebutuhan perombakan hukum nasional agar mampu menjawab tantangan integrasi ekonomi dunia, termasuk dalam penataan ulang struktur BUMN dan sektor-sektor strategis nasional. Dalam konteks tersebut, berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Persaingan Usaha (UU Nomor 5 Tahun 1999) dan Undang-Undang BUMN (UU Nomor 19 Tahun 2003) lahir sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap tuntutan globalisasi dan demokratisasi ekonomi. [3:  Faizal Adi Surya, “PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA TANTANGAN DALAM ERA GLOBALISASI,” Indonesian Journal of Legality of Law 6, no. 1 (2023): 207–12, https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931.] 

Peran BUMN memiliki karakter strategis bagi pembangunan nasional. Pada masa pascakrisis 1997–1998, BUMN diwajibkan menjalani reformasi struktural agar lebih akuntabel, efisien, dan profesional dalam menjalankan fungsi pelayanan publik maupun pengelolaan aset strategis negara. Krisis multidimensi telah menunjukkan bahwa dominasi negara melalui BUMN yang tidak dikelola secara modern dapat melahirkan inefisiensi dan beban fiskal. Oleh sebab itu, Undang-Undang BUMN 2003 dirancang untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, serta mengarah pada penguatan keberlanjutan usaha.[footnoteRef:4] [4:  Ivan Krisna Aji and Gusganda Suria Manda, “Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank BUMN,” JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara 4, no. 1 (1970): 36–45, https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.748.] 

Namun, dua dekade setelah reformasi tersebut, situasi global berubah drastis. Tren megatrend dunia pada 2025–2045 seperti transformasi geopolitik, disrupsi teknologi, persaingan sumber daya, perubahan iklim, serta dinamika perdagangan internasional menuntut desain baru dalam manajemen BUMN. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah melakukan transformasi kelembagaan melalui rangkaian perubahan UU BUMN hingga tahun 2025 yang melahirkan Danantara sebagai entitas pengelola investasi dan aset BUMN. Reformasi ini menciptakan pemisahan tegas antara fungsi regulasi (yang dilakukan oleh Badan Pengaturan BUMN) dan fungsi pengelolaan aset serta operasional (yang dilakukan oleh Danantara dan dua holding besarnya), sehingga struktur BUMN kini lebih mendekati model sovereign wealth fund yang mengedepankan profesionalisme, kecepatan pengambilan keputusan, dan daya saing global.[footnoteRef:5] [5:  Milenisha Andani et al., “Analisis Penerapan Asas-asas Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Di Indonesia,” Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (SNISTEK) 6 (2024).] 

Salah satu perubahan paling fundamental dalam revisi UU BUMN adalah pengaturan mengenai Hak Monopoli dalam Pasal 86M. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan monopoli bagi BUMN atau anak usahanya guna memproduksi atau memasarkan barang dan jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau cabang produksi penting bagi negara. Kewenangan ini bukan hanya menegaskan kembali kedudukan BUMN sebagai instrumen strategis negara, tetapi juga menandai perubahan orientasi kebijakan negara setelah dua dekade era demonopolisasi yang dipengaruhi oleh globalisasi dan intervensi lembaga internasional seperti IMF.
Ketentuan monopoli dalam Pasal 86M menimbulkan dinamika baru dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya melarang praktik monopoli kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang dan hanya untuk sektor-sektor vital.[footnoteRef:6] Perdebatan menjadi semakin relevan karena hak monopoli kini tidak hanya diberikan kepada BUMN, tetapi juga dapat diperluas kepada anak usaha BUMN, yang secara struktur bisnis beroperasi lebih fleksibel dan kompetitif. Kondisi ini berpotensi menciptakan distorsi pasar apabila tidak didukung oleh batasan normatif yang jelas. [6:  Beida Almira Herlianti et al., “Melihat Praktek Penjualan Senjata Api Melalui Darkweb: A Systematic Literature Review,” Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen 13, no. 1 (2023): 104–14, https://doi.org/10.37932/j.e.v13i1.702.] 

Konsekuensi atas pemberian hak monopoli semakin signifikan apabila dikaitkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan pemerintah mencapai 8% pada tahun 2029. Pemerintah menempatkan BUMN sebagai lokomotif ekonomi nasional, sementara OECD memproyeksikan pertumbuhan Indonesia lebih rendah dari target pemerintah. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, iklim persaingan usaha yang sehat menjadi keharusan, karena investor tidak akan menanamkan modal tanpa kepastian perlindungan hukum terhadap mekanisme pasar. Dengan demikian, Pasal 86M secara langsung menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keseimbangan antara kepentingan negara untuk memberikan proteksi terhadap BUMN dan kebutuhan menciptakan ruang persaingan usaha yang adil bagi pelaku usaha lain.
Di sisi lain, perkembangan geopolitik global memperlihatkan bangkitnya kembali kebijakan proteksionisme di berbagai negara maju, termasuk Amerika Serikat melalui politik “America First” yang mendorong pendekatan nasionalistik dalam ekonomi. Fenomena ini menimbulkan diskursus apakah Indonesia melalui Pasal 86M sedang mengikuti tren global menuju re-nasionalisasi ekonomi melalui penguatan BUMN sebagai alat negara. Namun demikian, pemberian monopoli tanpa mekanisme kontrol yang kuat berpotensi mengulangi kelemahan masa lalu, seperti inefisiensi, stagnasi layanan, serta menurunnya daya saing sektor strategis.
Penelusuran literatur menunjukkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara khusus menelaah hak monopoli BUMN berdasarkan Pasal 86M UU BUMN dan implikasinya terhadap persaingan usaha dalam konteks transformasi kelembagaan BUMN melalui Danantara. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas aspek konseptual monopoli BUMN, prinsip kepastian hukum, atau studi sektoral terhadap pelaksanaan monopoli tertentu. Oleh karena itu, kajian ini memiliki urgensi ilmiah untuk mengisi kekosongan penelitian dengan menekankan pentingnya harmonisasi hukum nasional, kepastian hukum dalam pemberian hak monopoli, serta implikasinya terhadap persaingan usaha yang sehat dan amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap literatur akademik, tetapi juga relevan secara praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan pelaksana Pasal 86M agar BUMN dapat bertransformasi secara profesional dan berdaya saing tanpa menimbulkan distorsi pasar serta tetap berada dalam koridor tujuan negara untuk menghadirkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia

2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini berlandaskan pada penelitian hukum normatif yang memusatkan perhatian pada pengkajian norma, asas, dan doktrin hukum yang mengatur pemberian hak monopoli kepada BUMN atau Anak Usahanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 86M UU BUMN.[footnoteRef:7] Sebagai penelitian doktrinal, pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sistem normatif yang otonom, sehingga analisis diarahkan untuk menilai konsistensi internal, rasionalitas, serta keselarasan norma dalam mengatur monopoli negara dan implikasinya terhadap prinsip persaingan usaha sehat, kepastian hukum, serta amanat Pasal 33 UUD 1945. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, antara lain pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi terkait BUMN, persaingan usaha, dan tata kelola badan usaha negara; pendekatan historis untuk memahami dinamika kebijakan monopoli dari era demonopolisasi pasca-krisis 1998 hingga munculnya kembali monopoli melalui mekanisme superholding; pendekatan konseptual untuk mengidentifikasi teori hukum mengenai peran negara dalam ekonomi dan struktur pasar.[footnoteRef:8] Penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui penafsiran hukum, analisis isi, dan pengorganisasian argumentasi secara logis dan sistematis. Kesimpulan ditarik secara deduktif, yaitu dengan bergerak dari norma umum dan konsep teoretis menuju jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus penelitian.[footnoteRef:9] [7:  Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Rajawali Press, 2012).]  [8:  Nikolaus Rendi Prasetya Hadi et al., “Repetisi Dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka 1998-2004: Dekonstruksi Bahasa Pers Era Reformasi,” Jurnal CULTURE (Culture, Language, and Literature Review) 8, no. 1 (2021): 31–53, https://doi.org/10.53873/culture.v8i1.240.]  [9:  Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum (PT. Refika Aditama, 2018).] 


3. Pembahasan

A. Dasar Hukum dan Karakteristik Hak Monopoli BUMN dalam Pasal 86M UU BUMN
Pemberian hak monopoli kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Pasal 86M Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU BUMN merupakan perkembangan signifikan dalam politik hukum pengelolaan perekonomian nasional.[footnoteRef:10] Ketentuan ini menegaskan bahwa Presiden dapat memberikan hak monopoli kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN untuk memproduksi dan/atau memasarkan barang dan jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau cabang produksi yang penting bagi negara, sepanjang hal tersebut didasari pada pertimbangan kepentingan negara. Secara normatif, pasal ini lahir dari kebutuhan menegaskan peran negara dalam sektor-sektor strategis, sekaligus mengkonsolidasikan tata kelola BUMN melalui pembentukan Danantara sebagai struktur superholding yang diberi mandat mengelola aset BUMN secara lebih terintegrasi dan berorientasi pada daya saing global.[footnoteRef:11] [10:  Gloria Angelita and Eko Saksono, “The Role of Communication Corporate To Save the Reputation of PT. Garuda Indonesia, Tbk (BUMN Companies Restructure & BJR Implimentation),” American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR) 7, no. 3 (2023): 64–73.]  [11:  M Iqbal Asnawi et al., “Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan,” Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 5, no. 2 (2025).] 

Jika ditinjau secara historis, Pasal 86M mencerminkan pergeseran paradigma hukum ekonomi Indonesia setelah lebih dari dua dekade menganut kebijakan demonopolisasi pasca-krisis 1997–1998. Pada era tersebut, kewajiban liberalisasi sektor-sektor tertentu mendorong pembatasan monopoli BUMN dan memperluas ruang kompetisi sebagai bagian dari reformasi struktural yang dipengaruhi oleh komitmen internasional seperti Letter of Intent dengan IMF.[footnoteRef:12] Namun, perkembangan geopolitik global, disrupsi rantai pasok, serta meningkatnya urgensi kedaulatan ekonomi mendorong negara melakukan reposisi terhadap peran BUMN. Pasal 86M, dalam kerangka ini, dapat dibaca sebagai respons kebijakan negara untuk memperkuat kontrol ekonomi strategis dan memastikan pasokan barang atau jasa vital tetap berada di bawah penguasaan nasional. Dengan demikian, dasar hukumnya tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga bersumber dari mandat konstitusional Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki penguasaan negara atas cabang produksi penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak.[footnoteRef:13] [12:  Raden Djuniarsono et al., “Privatisasi BUMN Sebagai Pilar Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis,” JURNAL ILMIAH LIVING LAW 15, no. 1 (2023): 1–15, https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.7931.]  [13:  Rizki Yudha Bramantyo and Gentur Cahyo Setiono, “Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri,” Transparansi Hukum, ahead of print, November 18, 2022, 33, https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3688.] 

Karakteristik utama hak monopoli dalam Pasal 86M terletak pada fleksibilitas kewenangan Presiden serta cakupan subjek hukum yang diperluas tidak hanya kepada BUMN, tetapi juga Anak Usaha BUMN. Ekspansi ini menimbulkan konsekuensi yuridis yang kompleks karena anak perusahaan BUMN pada dasarnya tunduk pada rezim hukum korporasi yang berorientasi profit, bukan pada mandat pelayanan publik sebagaimana diemban BUMN. Dengan membuka kemungkinan bahwa entitas yang secara formal bukan badan hukum negara dapat menguasai sektor strategis, Pasal 86M memunculkan pertanyaan mengenai batas keabsahan monopoli dan bagaimana kontrol negara tetap terjamin. Hal ini semakin penting mengingat Anak Usaha BUMN tidak selalu diawasi langsung oleh pemerintah, melainkan oleh holding atau subholding, sehingga potensi deviasi kebijakan publik lebih besar jika tidak ada parameter normatif yang jelas mengenai pelaksanaan monopoli tersebut.
Secara teoritis, monopoli negara yang diatur dalam Pasal 86M harus dibedakan dari monopoli privat yang dilarang oleh UU Anti Monopoli. Monopoli negara dianggap sebagai instrumen kebijakan publik yang sah sepanjang dilandasi kepentingan umum, efisiensi nasional, dan prinsip nilai kemanfaatan sosial. Namun, ketentuan Pasal 86M masih menyisakan ambiguitas konseptual karena frasa “pertimbangan Presiden” dan “kepentingan negara” tidak dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang. Kekosongan definisi ini berpotensi melahirkan subjektivitas dalam penetapan monopoli, sehingga rawan diperdebatkan dalam konteks kepastian hukum. Hal ini karena monopoli BUMN kerap dikaji dari berbagai aspek agar dapat ditinjau pertimbangan dari kebijakan peningkatan proteksi terhadap BUMN dalam sektor strategis dengan alasannya klasik: kepentingan negara, stabilitas ekonomi, dan perlindungan kepentingan umum.[footnoteRef:14] Untuk itu, karakteristik hak monopoli sebagaimana dimaksud Pasal 86M menuntut kehadiran peraturan pelaksana yang menetapkan parameter objektif seperti urgensi publik, risiko kebutuhan strategis, dampak sosial-ekonomi, tingkat keterlibatan pasar, dan rasionalitas politik hukum yang mendasari pemberian monopoli. [14:  Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait. (2025, 11 April 2025). Monopoli Kewenangan Presiden dalam UU BUMN. Diakses pada 13 Oktober 2025 dari https://katadata.co.id/indepth/opini/67f85b75f3100/monopoli-kewenangan-presiden-dalam-uu-bumn] 

Lebih jauh, pemberian monopoli kepada BUMN melalui Pasal 86M tidak dapat dilepaskan dari konsepsi state intervention yang diakui dalam sistem ekonomi Pancasila.[footnoteRef:15] Monopoli negara memiliki legitimasi sejauh ia mendukung pemerataan, mencegah dominasi pasar oleh korporasi raksasa, dan menjamin akses masyarakat terhadap barang atau jasa vital. Namun, karakteristik monopoli ini tetap harus dibingkai dalam prinsip checks and balances, mengingat struktur baru BUMN melalui Danantara memungkinkan konsentrasi kekuasaan ekonomi pada satu entitas superholding yang memiliki kendali luas terhadap aset strategis negara.[footnoteRef:16] Tanpa pengawasan memadai, monopoli negara berpotensi menimbulkan inefisiensi, moral hazard, atau penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, karakteristik hak monopoli dalam Pasal 86M harus dipahami bukan hanya sebagai perluasan kewenangan negara, tetapi juga sebagai mekanisme yang mengandung kewajiban akuntabilitas. [15:  Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., “Pengaruh Pancasila Terhadap Pengaturan Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Historis dan Yuridis,” Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 1, no. 4 (2024): 309–21, https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.934.]  [16:  Geofani Milthree Saragih et al., “Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach,” Reformasi Hukum 28, no. 3 (2024): 202–17, https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1082.] 

Pasal 86M merupakan norma strategis yang memberi ruang bagi negara untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, namun tetap menuntut penjabaran yang hati-hati agar pemberian monopoli tidak menyesatkan tujuan konstitusional. Hak monopoli bagi BUMN hanya akan efektif jika diberikan berdasarkan parameter yang objektif dan disertai tata kelola yang transparan. Pada titik ini, karakteristik normatif Pasal 86M harus selalu dikaitkan dengan prinsip dasar bahwa monopoli negara bukanlah tujuan, melainkan instrumen untuk mencapai kesejahteraan umum serta menjaga stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan 

B. Harmonisasi Pengaturan Monopoli Negara dengan Prinsip Persaingan Usaha Sehat
Harmonisasi antara pengaturan monopoli negara sebagaimana diatur dalam Pasal 86M UU BUMN dengan prinsip persaingan usaha sehat dalam rezim hukum nasional merupakan isu fundamental dalam menjaga keseimbangan antara peran negara dan mekanisme pasar. Secara konseptual, Indonesia menganut sistem ekonomi berdasar demokrasi ekonomi yang menempatkan negara sebagai penyelenggara cabang produksi penting dan pengelola sumber daya strategis demi kemakmuran rakyat.[footnoteRef:17] Namun, bersamaan dengan itu, hukum positif Indonesia melalui UU Anti Monopoli menekankan larangan praktik monopoli yang menyebabkan distorsi pasar dan merugikan pelaku usaha lain. Relasi antara kedua rezim hukum ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana monopoli negara dapat dibenarkan tanpa mengganggu dinamika persaingan usaha yang sehat, dan bagaimana regulasi dapat memastikan bahwa monopoli yang diberikan benar-benar untuk kepentingan umum, bukan sebagai bentuk dominasi pasar yang tidak terkontrol? [17:  Hilwa Anggraini et al., “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Di Kementrian PUPR,” Jurnal EKOBIS : Kajian Ekonomi Dan Bisnis 6, no. 1 (2022).] 

Secara normatif, Pasal 86M mengandung mandat luas kepada Presiden untuk menentukan sektor mana yang layak diberikan hak monopoli kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN. Namun, mandat tersebut tidak diikuti dengan parameter yang rigid mengenai batasan monopoli, kriteria sektor strategis, atau mekanisme evaluasi dampaknya terhadap pasar. Kekosongan norma ini menciptakan kebutuhan mendesak akan harmonisasi dengan UU Anti Monopoli, terutama terkait prinsip level playing field, kepastikan hukum, dan keterbukaan pasar. UU Anti Monopoli memberikan pengecualian bagi monopoli negara sepanjang diatur dengan undang-undang dan dilandasi kepentingan publik, tetapi pengecualian tersebut harus dibaca secara ketat agar tidak menjadi celah bagi justifikasi monopoli yang berpotensi merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen. Tanpa harmonisasi yang jelas, pemberian monopoli negara berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pelaku usaha swasta yang membutuhkan jaminan kepastian regulasi untuk menanamkan modal dan bersaing di pasar domestik.[footnoteRef:18] [18:  Tiyas Asri Putri and Tundjung Herning Sitabuana, “Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan 1, no. 7 (2022): 1003–18, https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.118.] 

Lebih jauh, kebutuhan harmonisasi juga muncul dari perubahan struktur kelembagaan BUMN melalui pembentukan Danantara sebagai superholding yang memiliki kewenangan besar terhadap investasi dan operasional BUMN. Kewenangan ganda antara negara sebagai regulator melalui BP BUMN dan Danantara sebagai operator sekaligus pemegang kuasa ekonomi menghadirkan potensi konflik kepentingan dalam konteks persaingan usaha. Ketika BUMN atau Anak Usahanya diberi monopoli oleh Presiden, sementara mereka berada dalam struktur yang sangat terpusat di bawah Danantara, terdapat risiko terjadinya dominasi pasar yang tidak seimbang. Dalam kondisi demikian, harmonisasi regulasi diperlukan tidak hanya pada level substansi hukum, tetapi juga dalam tata kelola kelembagaan agar pemberian monopoli negara tetap dalam koridor akuntabilitas dan pengawasan komprehensif. Tanpa mekanisme kontrol yang memadai, monopoli negara berpotensi berubah menjadi state-backed market power yang tidak terkendali.
Hubungan antara monopoli negara dan prinsip persaingan usaha sehat juga perlu dipahami melalui konteks tujuan pembangunan nasional. Negara memang berkewajiban melindungi sektor-sektor strategis untuk memastikan kemanfaatan ekonomi dan stabilitas sosial, tetapi keberadaan monopoli tidak boleh menghalangi inovasi, efisiensi, dan kompetisi yang sehat. Dalam ekonomi modern, persaingan merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas layanan, menekan biaya produksi, dan mempercepat inovasi industri. Oleh karena itu, harmonisasi kedua rezim hukum tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang seimbang: monopoli negara harus tetap dimungkinkan, tetapi dengan batasan jelas agar tidak menghalangi fungsi positif persaingan usaha. Instrumen pengawasan oleh KPPU menjadi sangat relevan untuk menilai apakah monopoli negara masih dalam batas kepentingan publik atau telah menyimpang menjadi bentuk market abuse.
Harmonisasi regulasi juga menuntut peraturan pelaksana Pasal 86M untuk menetapkan definisi operasional mengenai “hajat hidup orang banyak”, “cabang produksi penting”, serta “kepentingan negara”.[footnoteRef:19] Tanpa kejelasan konsep tersebut, penetapan monopoli dapat bersifat subjektif dan membuka ruang untuk pertimbangan politik jangka pendek. Selain itu, mekanisme evaluasi periodik perlu diatur untuk memastikan monopoli tidak berlaku permanen dan dievaluasi berdasarkan indikator kinerja, efisiensi, serta dampaknya terhadap pasar. Keberadaan parameter yang objektif akan menciptakan prediktabilitas hukum bagi pelaku usaha dan memberikan kejelasan bagi investor asing yang menilai stabilitas regulasi sebagai salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian, harmonisasi tidak hanya diperlukan dari perspektif hukum, tetapi juga untuk menjaga daya tarik ekonomi Indonesia di tingkat global. [19:  Nuruz Zakiyatul Mufidah, “Disharmonisasi Konsep Hukum Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di Indonesia,” Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam 11, no. 1 (2024): 77–92, https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.8753.] 

Dengan keseluruhan pertimbangan tersebut, harmonisasi antara hak monopoli negara dan prinsip persaingan usaha sehat pada akhirnya bukan sekadar penyelarasan teknis antara dua rezim regulasi, melainkan bagian dari strategi konstitusional untuk menjaga keseimbangan antara peran negara dalam sektor strategis dan kebutuhan akan pasar yang kompetitif. Pengaturan monopoli negara harus tetap ditempatkan dalam kerangka Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan kemakmuran rakyat, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan prinsip fair competition sebagai pilar ekonomi modern. Tanpa harmonisasi yang matang, pemberian monopoli negara berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, menghambat investasi, dan menurunkan tingkat efisiensi ekonomi nasional. Karena itu, integrasi kebijakan monopoli negara dengan prinsip persaingan usaha sehat merupakan prasyarat fundamental untuk memastikan bahwa monopoli negara benar-benar menjadi instrumen keadilan ekonomi, bukan sumber distorsi pasar.

C. Implikasi Yuridis dan Ekonomi terhadap Persaingan Usaha di Indonesia
Pemberian hak monopoli kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 86M UU BUMN membawa implikasi yuridis dan ekonomi yang signifikan terhadap struktur pasar dan dinamika persaingan usaha di Indonesia. Dari perspektif yuridis, monopoli negara menghadirkan potensi ketegangan dengan kerangka hukum persaingan usaha yang telah dibangun sejak lahirnya UU Anti Monopoli, yang pada dasarnya mengatur larangan terhadap praktik monopoli dan dominasi pasar yang merugikan persaingan.[footnoteRef:20] Walaupun hukum persaingan usaha memberikan pengecualian terbatas bagi monopoli negara, pengecualian tersebut tidak bersifat otomatis; ia tetap harus memenuhi prinsip akuntabilitas, proporsionalitas, dan kepentingan publik. Dalam konteks itu, pemberian kewenangan monopoli melalui keputusan Presiden memerlukan analisis mendalam agar tidak bertentangan dengan asas fair competition yang dijaga oleh KPPU. Ketidakjelasan parameter monopolistik dalam Pasal 86M berisiko menimbulkan interpretasi luas yang dapat mereduksi efektivitas pengawasan persaingan usaha, sekaligus membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan pasar oleh entitas milik negara. [20:  M. Raihan Mappuji and Lingga Wisnu Wardana, “Fintech Competition Compliance: Analisis Pelaku Usaha Fintech dalam Menjalankan Program Kepatuhan Persaingan Usaha KPPU,” Jurnal Studia Legalia 4, no. 01 (2023): 43–59, https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.64.] 

Implikasi yuridis lainnya terletak pada potensi terjadinya overlap kewenangan antara lembaga negara, terutama antara BP BUMN, Danantara sebagai superholding, dan KPPU sebagai otoritas pengawas persaingan usaha. Struktur baru pengelolaan BUMN yang memusatkan kewenangan investasi pada Danantara menciptakan kompleksitas tersendiri dalam pengawasan hukum. Ketika suatu sektor diberikan monopoli dan dioperasikan oleh entitas yang berada dalam konsentrasi kekuasaan yang besar, maka ruang lingkup kontrol eksternal menjadi terbatas. Dalam perspektif teori regulasi, kondisi konsentrasi kekuasaan ekonomi tanpa mekanisme kontrol yang kuat cenderung memunculkan risiko regulatory capture, dominasi pasar, diskriminasi terhadap pelaku usaha lain, serta hambatan masuk yang tinggi. Jika tidak dikelola dengan tepat, hak monopoli BUMN dapat melahirkan distorsi hukum, terutama pada aspek kesetaraan hak berusaha dan perlindungan pelaku usaha swasta. Hal ini berpotensi menimbulkan kontroversi konstitusional, mengingat Pasal 33 UUD 1945 bukan hanya mengamanatkan penguasaan negara atas cabang produksi penting, tetapi juga penyelenggaraan perekonomian nasional secara efisien dan berkeadilan.
Dari perspektif ekonomi, kebijakan monopoli negara melalui BUMN memiliki dampak ganda. Pada satu sisi, ia dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi sektor strategis, serta mendorong pemerataan sumber daya jika tata kelolanya transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Monopoli negara dapat memastikan akses publik terhadap layanan dasar seperti energi, transportasi, dan infrastruktur tetap terjangkau, sekaligus melindungi sektor tersebut dari dominasi korporasi swasta yang mengejar profit maksimal.[footnoteRef:21] Namun, pada sisi lain, monopoli dapat menurunkan insentif inovasi, menghambat efisiensi operasional, dan menciptakan biaya ekonomi tinggi karena ketiadaan kompetisi. Teori ekonomi menunjukkan bahwa pasar monopoli cenderung menghasilkan layanan dengan kualitas rendah, harga tinggi, dan inovasi minimal karena tidak adanya tekanan kompetitif. Dalam konteks BUMN, risiko ini dapat semakin besar jika mekanisme pengawasan terhadap Danantara dan holding-holding di bawahnya tidak kuat dan tidak transparan. [21:  Huta Disyon and Kevin Bhaskara Sibarani, “Keadilan sebagai Tujuan Hukum dari Hak Menguasai Negara dalam Skema Holding BUMN,” Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 3, no. 2 (2023): 134–48, https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.184.] 

Implikasi ekonomi yang lebih luas berkaitan dengan iklim investasi. Investor, baik domestik maupun asing, membutuhkan kepastian hukum dan lingkungan persaingan usaha yang adil.[footnoteRef:22] Kebijakan monopoli yang tidak disertai parameter jelas dapat menimbulkan ketidakpastian regulasi, yang pada gilirannya menurunkan minat investasi di sektor-sektor yang dianggap telah atau berpotensi didominasi BUMN. Hal ini bertentangan dengan visi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan menarik investasi dalam skala besar. Dalam situasi global yang kompetitif, negara-negara lain berlomba menyediakan lingkungan usaha yang terbuka dan predictable. Ketika Indonesia memberikan monopoli terlalu luas kepada BUMN, tanpa kerangka pengawasan persaingan yang kuat, maka persepsi risiko regulasi meningkat dan mengurangi daya tarik pasar Indonesia di mata investor internasional. Persaingan usaha yang tidak sehat merugikan kepentingan umum karena menyebabkan: kurangnya pelayanan, tingginya biaya operasional, potensi harga tinggi dll[footnoteRef:23]. Oleh sebab itu, KPPU dan masyarakat perlu mengawal pembentukan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan atas Pasal 86M. [22:  Beni Darmawan Hidayat and Muhamad Hasan Sebyar, “Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor,” HAKIM Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial 2, no. 4 (2024).]  [23:  Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, op. cit. (Monopoli Kewenangan Presiden dalam UU BUMN).] 

Selain itu, struktur monopoli yang dimiliki BUMN dapat menghambat perkembangan UMKM dan pelaku usaha baru. Ketika BUMN memiliki hak eksklusif pada sektor tertentu, pelaku usaha lain akan kesulitan masuk, meskipun sebenarnya mereka memiliki kapasitas inovatif dan mampu memberikan efisiensi lebih baik. Terhambatnya partisipasi pelaku usaha lain akan mempengaruhi diversifikasi ekonomi nasional serta menciptakan ketergantungan terhadap entitas tunggal. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperlemah ketahanan ekonomi nasional karena risiko kegagalan satu entitas monopolis akan berdampak luas pada banyak sektor.
Implikasi terakhir yang perlu dicermati adalah dampak sosial-ekonomi terhadap konsumen. Dalam sistem monopoli, konsumen kehilangan manfaat kompetisi berupa harga yang lebih murah, inovasi produk, dan peningkatan kualitas layanan. Jika monopoli BUMN tidak didampingi oleh standar pelayanan minimum, audit kinerja, dan transparansi penggunaan keuntungan untuk pelayanan publik, maka keberadaan monopoli justru dapat merugikan masyarakat luas. Padahal, legitimasi monopoli negara pada dasarnya bergantung pada manfaat yang diterima masyarakat; jika monopoli tidak menghasilkan manfaat publik yang optimal, maka dasar normatif pemberian monopoli menjadi lemah.
Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, implikasi yuridis dan ekonomi dari Pasal 86M UU BUMN sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merancang dan menerapkan peraturan pelaksana yang memastikan keseimbangan antara kepentingan negara dan prinsip persaingan usaha sehat. Pemberian monopoli harus dilakukan melalui mekanisme yang transparan, berdasarkan indikator objektif, dan diawasi secara ketat oleh KPPU serta lembaga pengawas lainnya. Dengan demikian, monopoli negara tidak menjadi sumber distorsi pasar, tetapi justru berfungsi sebagai instrumen strategis yang mendukung efisiensi, keadilan, dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. 

4. Kesimpulan
Pemberian hak monopoli kepada BUMN atau Anak Usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 86M UU BUMN menghadirkan perubahan signifikan dalam lanskap hukum ekonomi Indonesia. Regulasi ini menegaskan penguatan peran negara dalam penguasaan cabang produksi yang penting sekaligus menata ulang struktur pengelolaan BUMN melalui Danantara sebagai superholding. Namun, secara yuridis, ketentuan tersebut memunculkan potensi ketegangan dengan rezim persaingan usaha yang selama dua dekade terakhir dibangun melalui UU Anti Monopoli dan pengawasan KPPU. Ketidakjelasan parameter monopoli, ruang diskresi Presiden yang luas, serta konsentrasi kekuasaan ekonomi pada entitas BUMN berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko distorsi pasar. Secara ekonomi, meskipun monopoli dapat menjadi instrumen stabilisasi dan perlindungan sektor strategis, praktik monopoli tanpa pengawasan ketat cenderung menurunkan efisiensi, mengurangi inovasi, menghambat masuknya pelaku usaha baru, serta menurunkan daya tarik investasi. Oleh karena itu, posisi hukum Pasal 86M harus dibaca secara seimbang dengan prinsip persaingan usaha sehat, kepastian hukum, dan amanat Pasal 33 UUD 1945 agar monopoli negara tidak menjadi sumber inefisiensi, tetapi alat untuk mencapai kemakmuran rakyat.


5. Informasi Pendanaan
Tidak ada.
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